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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

 Gema tentang pembebasan kaum perempuan mencuat di kalangan dunia 

internasional tatkala mereka menyadari penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi 

tubuh. Bias gender perihal peran dan sifat-sifat khas yang melekat dan disematkan 

pada laki-laki dan perempuan semakin memberi ruang bagi terciptanya kekerasan 

terhadap perempuan. Bias gender yang demikian terjadi dalam ranah privat, publik 

dan negara. Baik dalam ranah privat, publik, maupun dalam ranah negara, kaum 

perempuan mengalami berbagai tindakan kekerasan seperti kekerasan seksual, 

emosional, fisik dan ekonomi. Rupa-rupa tindakan kekerasan yang sifatnya langsung, 

tidak langsung, represif, dan alienatif mengakibatkan penderitaan bagi kaum 

perempuan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual, emosional, fisik dan 

ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan, semata-mata terjadi karena adanya 

sistem dominasi dalam kehidupan bersama. Perempuan tidak hanya dieksploitasi di 

perusahaan pabrik melalui kerja, tetapi juga dieksploitasi secara seksual.  

Kekerasan seksual mengindikasikan adanya dominasi laki-laki atas tubuh 

perempuan. Dominasi laki-laki atas tubuh perempuan mempunyai korelasi seputar hal 

reproduksi perempuan itu sendiri. Artinya, kaum laki-laki mengontrol secara penuh 

reproduksi kaum perempuan, bahkan kaum laki-laki sendiri yang mengambil 

keputusan perihal jumlah anak yang harus dilahirkan oleh perempuan. Dominasi 

kaum laki-laki atas tubuh kaum perempuan menjadikan kaum perempuan sebagai 

objek seksual, bukan subjek seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan oleh 

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan sebagai suatu tindakan yang tidak wajar, tidak 

manusiawi dan tindakan kekerasan seksual itu sendiri mengisolasi kaum perempuan 

akan kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender 

seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan organ kelamin, pelacuran, pornografi 
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dan pelecehan seksual mengintimidasi kaum perempuan dari hak-hak dasarnya 

sebagai pribadi manusia yang bermartabat.  

Realitas kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan pada semua tingkat 

atau level kehidupan sejalan dengan berakarnya main stream masyarakat tentang 

peran-peran dominan. Kaum perempuan mengalami tindakan kekerasan sebagai 

akibat dari proses desentralisasi kekuasaan yang dominan. Proses desentralisasi 

kekuasaan yang dominan memperbesar potensi dan tensi kekerasan. Sebab, pola 

hubungan yang dibangun dalam desentralisasi kekuasaan cenderung otoriter dan 

selalu dalam kerangka superior-subordinat. Desentralisasi kekuasaan yang dominan 

dalam bahasa kaum feminis disebut sebagai sistem patriarki. Patriarki secara umum 

dipahami sebagai suatu konsep budaya yang berpusat pada laki-laki. Laki-laki 

mempunyai otoritas, wewenang dan hak penuh dalam suatu tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan terbudayakan (kekerasan dalam masyarakat 

patriarki) bukanlah sekedar praktik mencederai martabat kaum perempuan, namun 

merupakan bagian dari kerangka untuk mengklaim kekuasaan dan memperkokoh 

dominasi laki-laki sebagai kaum superior atas diri perempuan.  

Gerakan feminisme liberal, radikal dan sosialis sama-sama mempromosikan 

nilai-nilai feminis dalam diri manusia sebagai suatu prinsip dasar. Feminisme 

mengedepankan suatu prinsip humanis, yang orientasinya menjunjung tinggi hakikat 

manusia, secara lebih spesifik pada penghargaan terhadap kemanusiaan kaum 

perempuan. Feminisme dalam seluruh gerakkannya memperjuangkan kemanusiaan 

kaum perempuan dari diskriminasi, subordinasi, streotipe, penindasan, perbudakan 

dan tindakan kekerasan. Kaum feminis dalam hal ini memperjuangkan kemanusiaan 

kaum perempuan sebagai manusia merdeka dan otonom secara utuh, tanpa adanya 

opresi dari pihak manapun. Gerakan feminis adalah gerakan transformatif dan 

merekonstruksi tatanan yang telah membelenggu, menindas dan mengekang 

kebebasan kaum perempuan. Tatanan masyarakat yang hirarkis. diskriminatif dan 

menindas kaum perempuan baik dalam konteks kelas sosial, struktur sosial, haruslah 

diubah menuju suatu pola penataan hubungan sosial yang sama sekali baru, lebih 
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humanis dan bermoral. Pola hubungan sosial baru, lebih humanis dan bermoral 

berarti memberi ruang bagi kaum perempuan untuk menentukan sendiri hidupnya. 

Dengan kata lain, kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki menjadi subjek utuh 

dalam membuat keputusan baik dalam ranah privat, lingkungan masyarakat maupun 

negara. 

Gerakan feminis liberal bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan 

masyarakat yang adil, yang memberi ruang bagi setiap individu khususnya kaum 

perempuan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Bahwasanya baik laki-laki 

maupun perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama, memiliki kemampuan 

rasional dan mempunyai peluang yang sama pula untuk memajukan dirinya. Yang 

menjadi point di sini adalah kebebasan individu tanpa mengabaikan nilai-nilai 

kemanusiaan dan prinsip moral. Penekanannya pada persamaan dan keseimbangan 

hak antara laki-laki dan perempuan. Sebab, hanya dalam kondisi masyarakat yang 

demikian kaum perempuan dapat mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, 

dalam rangka pengembangan potensi kaum perempuan, gerakan feminisme liberal 

memperjuangkan pendidikan yang setara, hak politik dan kesempatan ekonomi yang 

setara bagi kaum perempuan. Di sini, konsep pemikiran dan gerakan feminisme 

liberal sangat urgen bagi konteks kaum perempuan dewasa ini, termasuk Indonesia. 

Urgensi gerakan feminisme liberal termaktub dalam tujuan yang sifatnya reformatif 

dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan hukum, yang telah memperbaiki 

kualitas hidup kaum perempuan. Dalam dunia kerja, misalnya kaum perempuan bisa 

mencapai posisi yang strategis. Berkat gerakan feminisme liberal, kaum perempuan 

setidaknya mempunyai kesempatan kerja yang setara dengan kaum laki-laki.  

Tindakan yang tidak wajar dan tidak manusiawi terhadap perempuan dalam 

hal ini tindakan kekerasan seksual menjadi basis dari perjuangan dan gerakan 

feminisme, secara khusus gerakan feminisme radikal. Pada bab tiga telah dikemukan 

bahwa gerakan feminisme radikal menganalisis seksisme masyarakat patriarki di 

mana reproduksi kaum perempuan secara penuh dan terang-terangan berada dalam 

dominasi dan kontrol kaum laki-laki. Gerakan feminisme radikal berjuang demi 
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pembebasan dari dominasi dan kontrol laki-laki atas reproduksi dan tubuh 

perempuan, sehingga kaum perempuan sendirilah yang menentukan perihal 

reproduksi. Dengan tegas kaum feminis menekankan bahwa seksisme harus dilawan. 

Kaum feminis dalam seluruh gerakkannya yang berawal di negara barat (Amerika 

dan Inggris) banyak mengekspresikan ketidakpuasaan dengan berbagai diskriminasi, 

penindasan yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Kaum 

feminis mereformasi ingatan mayoritas laki-laki bahwasanya manusia adalah sama 

dan mempunyai martabat yang sama. Kaum perempuan juga adalah setara dengan 

kaum laki-laki. Dengan kata lain, kaum feminis dalam gerakkannya mau menjelaskan 

bahwa tidak ada seseorang pun yang lebih superior atau inferior daripada yang 

lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa manusia menegasikan perbedaan manusiawinya 

seperti kekhasannya sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia mengafirmasi 

perbedaan manusiawinya sebagai suatu media untuk perkembangan dirinya sebagai 

manusia yang utuh.  

Penindasan, perbudakan dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan 

merupakan hasil elaborasi antara sistem patriarki dan kapitalisme. Kedua sistem ini 

menjadi bahan analisa kaum feminis sosialis. Kaum perempuan mengalami 

penindasan dan tindakan kekerasan dalam konteks hubungan kelas (buruh-majikan) 

dan produksi. Hal itu terjadi karena sistem patriarki kapitalis membentuk suatu model 

hubungan kelas dan produksi yang spesifik. Model hubungan buruh-majikan 

melambangkan pola relasi suami-istri. Model hubungan produksi yang spesifik lebih 

menguntungkan laki-laki karena peraturan kerja yang ada memberatkan kaum 

perempuan. Begitulah sistem kerja kapitalisme. Adanya sistem pembagian kerja 

secara seksual turut menindas kaum perempuan yang muaranya pada tindakan 

kekerasan. Dalam sistem patriarki kapitalis, kaum perempuan dieksploitasi baik dari 

segi tenaga, waktu, dan pikiran, bahkan keseluruhan eksistensi dirinya.  

Penindasan terhadap perempuan merupakan akibat langsung dari relasi 

kekuasaan politik, budaya patriarki dan kekuatan modal. Penindasan terhadap 

perempuan merupakan konsekuensi dari susunan kekuasaan yang dipicu oleh 
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paradigma yang kuat, dominasi dan konstruksi kebudayaan. Perempuan dipandang 

sebagai pengganggu dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi-politis, sehingga 

perempuan layak tidak dihargai, disubordinasi dan ditolak dari percaturan politik dan 

peralihan kekuasaan. Di tempat industri periklanan atau perfilman, perempuan 

diseleksi dengan kriteria-kriteria tertentu oleh produser untuk menjadi bintang iklan. 

Perempuan yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria akan ditolak sebab mereka 

dipandang sebagai produk yang gagal. Di sana perempuan bekerja untuk bertahan 

hidup, sementara produser yang mempekerjakan perempuan beroperasi demi 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.  

 Kesadaran akan perikemanusiaan dalam diri perempuan Indonesia merupakan 

pijar filosofis yang dapat menerangi peradaban dan menghalau tindakan kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan akan dilihat 

sebagai manusia, yang punya hak asasi dan martabat manusia, yang mesti dilindungi 

dan diperjuangkan terus menerus. Adalah hal yang miris jika manusia Indonesia yang 

tidak memiliki kesadaran akan kemanusiaan dalam diri perempuan. Dengan adanya 

gerakan feminisme yang humanis dan transformatif, penulis berasumsi bahwa kita 

dapat menyelamatkan perempuan Indonesia dari cengkeraman dominasi laki-laki dan 

stuktur budaya yang menindas. Sumbangsih perjuangan feminis yaitu demi 

kesetaraan martabat dan posisi perempuan dalam masyarakat. Perempuan adalah 

manusia, bukan komoditas pasar bebas yang diperdagangkan. Perempuan adalah 

manusia, sehingga tidak layak untuk dieksploitasi demi kepentingan apapun.  

 Secara universal dapat diamati bahwa gerakan feminisme dan gerakan 

perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Gerakan feminisme dan 

gerakan perempuan Indonesia berkontribusi dalam memerangi tindakan kekerasan 

terhadap perempuan. Sumbangsih yang positif itu telah membawa harapan baru bagi 

seluruh perempuan pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Gerakan feminisme 

dan gerakan perempuan Indonesia telah meningkatkan status perempuan dalam 

wilayah domestik dan publik. Perempuan setidaknya diterima dikalangan masyarakat 

dan keluarga sebagai pribadi yang bermartabat. Gerakan feminisme dan gerakan 
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perempuan Indonesia berjuang demi suatu tujuan yakni upaya penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan memperoleh kembali identitas 

dirinya sebagai manusia yang utuh.  

4.2     Rekomendasi 

 Mengacu pada beberapa butir deksripsi dan kesimpulan di atas, maka penulis 

dapat merumuskan usul saran yang perlu diperhatikan sebagai suatu upaya melawan 

berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan. 

 Pertama, bagi pemerintah. Pemerintah merupakan alat negara yang didaulat 

oleh rakyat untuk mennyelenggarakan kekuasaan negara. Dengan kekuasaan yang 

legitim itu, pemerintah bertindak untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjamin 

hak-hak dasar manusia. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab kemanusiaan 

yaitu harus mewujudkan suatu keadaan tanpa adanya diskriminasi, subordinasi, 

ketidakadilan, penindasan dan tindak kekerasan. Pemerintah tidak dapat bertindak 

acuh atau berdiam diri saja terhadap berbagai tindak ketidakadilan sosial dan praktek 

kekerasan dalam masyarakat. Segala bentuk keputusan dan kebijakan yang 

berhubungan dengan kehidupan bersama mesti mengikutsertakan perempuan. 

Pemerintah perlu membuat suatu peraturan terkait partisipasi perempuan dalam ruang 

publik. Keikutsertaan perempuan dalam ruang publik berkaitan dengan pemgambilan 

keputusan bertujuan untuk memajukan kehidupan perempuan dan memperbaiki 

struktur masyarakat yang tidak adil. Penulis menganjurkan kepada pemerintah supaya 

meningkatkan kuota perempuan dalam ranah politik. Hemat penulis, pentingnya bagi 

pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, perempuan bisa diterima di kalangan masyarakat 

umum sekaligus berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. 

 Kedua, bagi pemimpin masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia 

menganut sistem budaya patriarki. Dalam budaya patriarki dikotomi domestik-publik, 

dominasi-subordinasi, diskriminasi dan stereotipe sering terdengar bahkan menjadi 

cikal bakal tindak kekerasan terhadap perempuan. Pemimpin masyarakat dalam hal 
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ini pemegang budaya harus mampu mengubah mentalitas, pola pikir dan kebiasaan 

umum yang menindas perempuan. Bias yang terdapat dalam kelompok masyarakat 

patriarki semacam ini harus dihilangkan untuk memberi ruang bagi perempuan. 

Pemimpin masyarakat mesti meninjau kembali konstruksi sosial budaya yang 

membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. 

 Ketiga, bagi pemilik modal/pemimpin perusahaan. Tak dipungkiri lagi bahwa 

perusahaan merupakan suatu bisnis yang berorientasi pada profit. Namun, yang 

menjadi catatan bagi pemilik modal atau pemimpin perusahaan ialah perihal hak-hak 

bagi pekerja. Diskriminasi kerja antara laki-laki dan perempuan semestinya 

dihilangkan. Pemilik modal harus menjamin dan melindungi hak-hak pekerja 

terutama perempuan supaya mereka tidak ditindas. Eksploitasi tenaga kerja 

perempuan akan berakhir apabila pemerintah selalu membangun komunikasi intens 

dengan pemilik modal dan meninjau kembali peraturan mengenai ketenagakerjaan. 

Pada intinya, peraturan kerja mesti mengedepankan hak-hak kemanusiaan perempuan 

dan membebaskan mereka dari eksploitasi kerja.  

 Keempat, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender. Sosialisasi 

menjadi urgen dan mendesak untuk meluruskan pikiran yang salah terkait gender. 

Sosialisasi bisa dijadikan sebagai titik tolak dan acuan melawan kecenderungan 

destruktif mengenai gender. Pemerintah, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat dan para 

pendidik menjadi agen sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat umum kepada 

pemahaman yang benar mengenai gender. Dengan demikian masyarakat umum 

didorong, dibimbing dan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang adil. Sosialisai 

dan edukasi gender merupakan prasyarat demi tercapainya kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan. 
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